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ABSTRAK

Ketatapan MPRS No. XXV/MPRS/1966 merupakan aturan yang berisi tentang
pembubaran Partai Komunis Indonesia (PKI) dan menyatakannya sebagai
organisasi terlarang di seluruh Indonesia. Serta melarang setiap kegiatan yang
bertujuan menyebarkan atau mengembangkan paham/ajaran Komunisme atau
Marxisme-Leninisme dalam bentuk manifestasi apa pun. Latar penelitian dimulai
dari ketidakjelasan status hukum ketetapan ini serta potensi penerapannya yang
bertentangan dengan prinsip keadilan dan martabat manusia. Oleh karena itu,
penelitian ini mengkaji dua pokok permasalahan: implementasi ketetapan tersebut
di Indonesia dan implikasi penerapannya terhadap prinsip-prinsip kemanusiaan.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan
perundang-undangan, konseptual, dan analitis. Data diperoleh melalui studi
kepustakaan atas bahan hukum primer berupa TAP MPRS No. XXV/MPRS/1966
serta bahan hukum sekunder berupa peraturan perundang-undangan, buku, dan
karya ilmiah yang relevan, kemudian dianalisis secara deskriptif-analisis. Sebagai
kerangka teoretis, penelitian ini menggunakan teori kepastian hukum Gustav
Radbruch, hak asasi manusia, serta teori maqasid al-syari‘ah kontemporer Jasser
Auda sebagai tiga pisau analisis yang saling melengkapi untuk menilai keberlakuan
dan dampak ketetapan tersebut.

Penelitian menunjukkan bahwa TAP MPRS No. XXV/MPRS/1966 secara
formal tetap sah. Namun, substansinya masih memiliki ketidakjelasan norma,
khususnya mengenai frasa “menyebarkan atau mengembangkan”, “mempelajari
secara ilmiah”, dan “secara terpimpin”. Hal ini terlihat dalam berbagai kasus
pascareformasi yang menunjukkan penindakan lebih didasarkan pada kecurigaan
simbolik daripada pembuktian perbuatan nyata. Ditinjau dari kepastian hukum,
HAM, dan magasid al-syari‘ah, berlakunya ketetapan tersebut menimbulkan
persoalan serius, termasuk ketidakpastian hukum, pelanggaran prinsip HAM, serta
prinsip hifz al-‘aql, hifz al-din, dan hifz al-nafs. Karena itu, TAP MPRS No.
XXV/MPRS/1966 perlu dibenahi secara mendasar, antara lain melalui kejelasan
definisi norma, perlindungan kegiatan akademik, pembatasan pembuktian pada
perbuatan nyata, penguatan penegakan hukum, harmonisasi dengan HAM, dan
peninjauan berkala.

Kata Kunci: 74P MPRS No. XXV/MPRS/1966, Kepastian Hukum,; Hak Asasi
Manusia;, Maqgasid Al-Syari‘ah

i



ABSTRACT

TAP MPRS No. XXV/MPRS/1966 is a regulation concerning the dissolution of
the Indonesian Communist Party (PKI) and declaring it a banned organisation
throughout Indonesia. It also prohibits any activity aimed at spreading or promoting
the ideology or teachings of Communism or Marxism-Leninism in any form. The
background to this research stems from the legal uncertainty surrounding the status
of this resolution and the potential for its application to conflict with the principles
of justice and human dignity. Consequently, this study examines two key issues: the
implementation of the resolution in Indonesia and the implications of its application
for humanitarian principles.

This study is a normative legal research project employing legislative,
conceptual and analytical approaches. Data were obtained through a literature
review of primary legal sources, namely TAP MPRS No. XXV/MPRS/1966, and
secondary legal sources, including legislation, books and relevant academic works,
which were subsequently analysed using descriptive and analytical methods. As a
theoretical framework, this study utilises Gustav Radbruch’s theory of legal
certainty, human rights, and Jasser Auda’s contemporary theory of maqasid al-
syari‘ah as three complementary analytical tools to assess the validity and impact
of the decree.

Research shows that MPRS Decree No. XXV/MPRS/1966 remains formally
valid. However, its substance still contains ambiguities in its provisions,
particularly regarding the phrases “spreading or developing,” “studying
scientifically,” and “in a guided manner.” This is evident in various post-reform
cases, which show that enforcement has been based more on symbolic suspicion
than on proof of actual acts. From the perspective of legal certainty, human rights,
and maqasid al-syari‘ah, the enforcement of this decree raises serious issues,
including legal uncertainty, violations of human rights principles, as well as the
principles of hifz al-‘aql, hifz al-din, and hifz al-nafs. Therefore, MPRS Decree No.
XXV/MPRS/1966 needs to be fundamentally revised, including through clearer
definitions of legal norms, protection of academic activities, limiting the standard
of proof to actual acts, strengthening law enforcement, harmonization with human
rights, and periodic reviews.

Keywords: TAP MPRS No. XXV/MPRS/1966, Legal Certainty, Human Rights;
Magasid Al-Syari ‘ah
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam
penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama
dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997
dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

I. Konsonan Tunggal

\ Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan

< Ba’ B Be
- Ta’ T Te
& Sa’ S es (dengan titik di atas)
z Jim J Je
z Ha’ H ha (dengan titik di bawah)
z Kha’ Kh ka dan ha
3 Dal D De
3 Zal Z ze (dengan titik di atas)
D Ra’ R Er
J Zai Z Zet
o Sin S Es
o Syin Sy es dan ye
o= Sad S es (dengan titik di bawah)
o= Dad D de (dengan titik di bawah)
k Ta’ T te (dengan titik di bawah)
L Za’ Z zet (dengan titik di bawah)
& ‘Ain ¢ Koma terbalik di atas
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¢ Gain G Ge
- Fa’ F Ef
3 Qaf Q Qi
< Kaf K Ka
J Lam L ‘el
2 Mim M ‘em
o Nun N ‘en
3 Waw \W% W
o Ha’ H Ha
e Hamzah ¢ Apostrof
@ Ya’ Y Ye
Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap
A ditulis Sunnah
e ditulis ‘Illah
Ta’ marbutah di akhir kata
Bila dimatikan ditulis dengan 4
BaiLal) ditulis al-Ma’idah
FW ditulis Islamiyyah

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa
Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang “a/” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis
dengan /.

el 45 jlaa Ditulis Mugqaranah al-Mazahib




Vokal pendek

1. s fathah ditulis
2. S - kasrah ditulis
3. R g - dammah ditulis
Vokal panjang
1. Fathah + alif ditulis a
Ol ditulis Istihsan
2. Fathah + ya’ mati ditulis a
bl ditulis Unsa
3. Kasrah + ya’ mati ditulis 1
(s slall ditulis al-Alwant
4. Dammah + wawu mati ditulis a
psle ditulis ‘Ulim
Vokal rangkap
1. Fathah + ya’ mati ditulis ai
pd e ditulis Gairihim
2. Fathah + wawu mati ditulis au
Jss ditulis Qaul

Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

all ditulis a’antum
Sac ditulis u’iddat
A3 SE oY ditulis la’in syakartum
Kata Sandang Alif +Lam
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Bila diikuti huruf Qamariyyah

ol Al ditulis Al-Qur’an

sl ditulis al-Qiyas

Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah
yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf / (el)nya.

) ditulis ar-Risalah

sLoall ditulis an-Nisa’

Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

@IV Jal ditulis Ahl ar-Ra’yi
dadl Jal Ditulis Ahl as-Sunnah
BETBUNERY Ditulis Zawi al-Furtd
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 merupakan suatu pernyataan
bahwa negara Indonesia adalah negara hukum.! Singkatnya negara hukum
merupakan negara yang dijalankan berdasarkan aturan hukum, seperti undang-
undang dasar, undang-undang, dan peraturan lainnya. Setiap peraturan hukum
tersebut memiliki kekuatan hukum sesuai hierarkinya atau tingkat
kewenangannya. Tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia diatur
dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

Dalam konteks tata urutan tersebut, terdapat produk hukum yang
dikeluarkan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang disebut dengan
Ketetapan MPR (TAP MPR). Sebagai salah satu lembaga dalam sistem
ketatanegaraan Indonesia, kedudukan MPR mengalami perubahan yang
signifikan pasca-amandemen UUD 1945, di mana tidak lagi berstatus sebagai
lembaga tertinggi negara. Ketentuan mengenai keanggotaan dan kewenangan
MPR diatur dalam Pasal 2 ayat 1 UUD 1945 serta diperinci lebih lanjut dalam
UU No. 17 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 Tahun

2019.2

! Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, “Negara Indonesia Adalah Negara Hukum”.

2 Mpr, “Kedudukan, Tugas, Dan Wewenang,> Sekretariat Jendral Mpr Ri,
Https://Www.Mpr.Go.ld/Tentang-Mpr/Kedudukan,-Tugas,-Dan-Wewenang.



TAP MPR memiliki kedudukan dibawah UUD dan diatas UU, serta
bersifat mengatur (regeling) maupun menetapkan (beschikking).® Kekuatan
hukum TAP MPR/TAP MPRS mengalami dinamika dalam sistem hukum di
Indonesia. Tetapi dengan keberadaan UU No. 12 Tahun 2011 Tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, TAP MPR diakui dan berlaku
secara sah dalam sistem perundang-undangan Indonesia. Sehingga secara
otomatis menjadikan TAP MPR/TAP MPRS sebagai rujukan dalam
pembentukan dan penerapan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

Tercatat MPR mengeluarkan sebanyak 139 ketetapan.* Sedangkan melalui
peninjauan kembali yang berdasarkan TAP MPR No. I/MPR/2003 Tahun 2003
terdapat beberapa aturan yang masih berlaku. Salah satunya adalah TAP MPRS
No. XXV/MPRS/1966 Tahun 1966 Tentang Pembubaran Partai Komunis
Indonesia, Pernyataan Sebagai Organisasi Terlarang Diseluruh Wilayah Negara
Republik Indonesia Bagi Partai Komunis Indonesia Dan Larangan Setiap
Kegiatan Untuk Menyebarkan atau Mengembangkan Faham Atau Ajaran
Komunis/Marxisme-Leninisme.’

Hukum merupakan produk politik yang sangat ditentukan oleh perubahan-

perubahan politik. Sepanjang sejarah Indonesia telah terjadi tolak tarik antara

3 Jihan Karima dkk, “Kajian Historis Terhadap Tap Mpr Dalam Peraturan Perundang-
Undangan” 12, No. 1 (2022).

4 Azwani, “Kedudukan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR) Sebelum
Dan Setelah Amandemen UUD 1945,” Widya Kerta: Jurnal Hukum Agama Hindu 4 (2021), hlm.
72-89.

% Pasal 2 Ketetapan MPR RI Nomor I/MPR/2003 Tentang Peninjauan Terhadap Materi Dan
Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Dan Ketetapan Majelis
Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 1960 Sampai Dengan Tahun 2002.



konfigurasi demokratis dan konfigurasi politik sehingga menghasilkan produk
hukum yang berkarakter sesuai dengan situasi politik pada masa tersebut.®
Maka diberlakukannya TAP MPRS No. XXV/MPRS/1966 merupakan reaksi
terhadap keadaan politik saat itu.

TAP MPRS No. XXV/MPRS/1966 lahir dalam konteks politik pasca
peristiwa Gerakan 30 September 1965 (G30S/PKI).” Dari ketetapan ini terdapat
beberapa poin penting, seperti pembubaran PKI serta penetapan PKI organisasi
telarang di Indonesia, larangan setiap kegiatan yang bertujuan menyebarkan
atau mengembangkan paham maupun ajaran komunisme atau Marxisme-
Leninisme dalam bentuk manifestasi apapun, serta pengecualian terkait
larangan tersebut dalam dunia akademik atau ilmiah. Sejalan dengan itu, TAP
ini diposisikan sebagai dasar rujukan hukum untuk pelarangan aktivitas yang
diasosiakan dengan PKI maupun penyebaran paham terkait.

Terdapat beberapa kasus peristiwa yang mana berkaitan dengan penerapan
TAP MPRS No. XXV/MPRS/1966 di Indonesia, diantaranya aktivis di Ternate
sempat ditahan dan diproses karena penggunaan kaos berlabel PKI.2 Problem
serupa sempat dialami oleh mahasiswa Telkom University saat mengadakan

lapak buku yang menyajikan buku yang dirasa mengembangkan atau

® Solikhul Hadi, “Pengaruh Konfigurasi Politik Pemerintah Terhadap Produk Hukum” 9, No.
2 (2015), hlm. 383-400.

" Rakhmad Hidayatulloh Permana, “Tap Mprs No 25 Tahun 1966 Disinggung Jendral Andika
Perkasa,” Detiknews, Last Modified 2022, Https://News.Detik.Com/Berita/D-6009399/Tap-Mprs-
No-25-Tahun-1966-Disinggung-Jenderal-Andika-Perkasa-Ini-Isinya.

8 Abdul Fatah, “Dua Aktivis Pengguna Kaos Berlabel Pki Dibebaskan,” Antara Maluku
(Ternate, 2016), Https://Ambon.Antaranews.Com/Berita/33341/Dua-Aktivis-Pengguna-Kaos-
Berlabel-Pki-Dibebaskan?.



menyebarkan paham komunis yang mengakibatkan mahasiswa tersebut
diskorsing.® Tidak hanya itu di Kediri juga pernah terjadi kasus penyitaan buku
yang diduga berisi paham komunis yang dilakukan oleh aparat keamanan.'
Problematika tentang penerapan TAP MPRS XXV/MPRS/1966 juga masuk
keranah pidana, contohnya kasus Heri Budiawan alias Budi Pego di
Banyuwangi.'! Budi Pego dipidana karena spanduk yang dikibarkan saat aksi
memuat simbol palu arit dan diproses dengan pasal terkait penyebaran ajaran
komunisme pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung memvonis 4 tahun penjara.

Dari beberapa kasus yang terjadi di lapangan muncul rasa kekhawatiran
terkait penerapan TAP MPRS ini yang menimbulkan ketidakjelasan kepastian
hukumnya. Tidak adanya parameter hukum yang spesifik apa yang
diklasifikasikan sebagai tindakan yang dilarang oleh peraturan ini. Hal ini
menimbulkan peluang inkonsistensi dalam penegakan hukumnya. Padahal
dalam kepastian hukum yang merupakan prinsip fundamental dari negara

hukum, menuntut adanya keselarasan antara norma hukum dan realitas

® Irfan Teguh Pribadi, “Membebaskan Pegiat Literasi Dari Skorsing Telkom University,”
Tirto.Id (Bandung, 2017), Https://Tirto.Id/Membebaskan-Pegiat-Literasi-Dari-Skorsing-Telkom-
University-Ckqd?.

10 Andhika Dwi, “Toko Buku Di Kediri Diduga Jual Buku Berisi Paham Komunis,”
Detiknews (Kediri, 2018), Https://News.Detik. Com/Berita-Jawa-Timur/D-4359962/Toko-Buku-Di-
Kediri-Diduga-Jual-Buku-Berisi-Paham-Komunis?.

11 Andi Saputra, “Kronologi Budi Pego Dipenjara 4 Tahun Karena Spanduk Palu Arit,”
Detiknews (Banyuwangi, November 2018), Https://News.Detik.Com/Berita/D-
4320620/Kronologi-Budi-Pego-Dipenjara-4-Tahun-Karena-Spanduk-Palu-Arit?.Com.



pelaksanaan hukum, sehingga hukum tidak hanya berhenti pada tataran ideal
tetapi benar-benar menghadirkan kepastian dan keadilan dalam praktinya.?
Terlebih lagi dalam negara hukum, hak asasi manusia merupakan salah
satu pilar pentingnya. Sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh
Montesquieu, bahwa terdapat tiga inti pokok negara hukum; pertama adalah
perlindungan terhadap hak asasi manusia, kedua adalah ditetapkannya
kenegaraan suatu negara, dan ketiga adalah membatasi kekuasaan dan
wewenang organ-organ negara.'® Demikian pula perlindungan tentang hak asasi
manusia di negara Indonesia sudah diatur dalam pasal UUD 1945. Tidak hanya
dalam UUD 1945, peraturan yang membahas tentang hak asasi manusia juga
diatur dalam UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dan UU No.
12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan International Covenant on Civil and
Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik).
Sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam,
penggunaan pendekatan metode hukum Islam sering kali dipakai dalam
mengkaji suatu permasalahan. Contohnya, penggunaan magasid al-syari‘ah
sendiri merupakan tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh syariat Islam untuk
mewujudkan kemaslahatan, kebaikan, dan kesejahteraan umat manusia. Maka

TAP MPRS No. XXV/MPRS/1966, akan menjadi sangat relevan apabila jika

12 Teguh Satya Bhakti, “Kepastian Hukum Dalam Pengujian Formil Undang-Undang Oleh
Mahkamah Konstitusi Di Indonesia Terkait Inkonsistensi Putusan , Batas Waktu Pengujian , Dan
Implikasi Pembatalan Undang- Undang” 6, No. 4 (2025): 2859-2870.

13'S Masribut Sardol, “Human Rights Arrangement On Indonesian Law,” Rechtsidee 1, No.
1 (2014), hlm. 1-130.



dikaji melalui kacamata magqdasid al-syari‘ah. Relevansi ini didasarkan pada
pergeseran paradigma magasid al-syari ‘ah kontemporer yang dicetuskan oleh
Jasser Auda. Magasid al-syari‘ah kontemporer kini tidak hanya seputar aspek
penjagaan (al- ‘ismah) dan perlindungan (al-hifz) semata. Tetapi telah
bertransformasi ke arah pengembangan (at-fanmiyah), yang berdimensi
langsung pada esensi kebijakan negara, meliputi perkembangan manusia
(human development), penegakan hak asasi manusia (human rights), serta
kemaslahatan publik secara menyeluruh (maslahah al- ‘ammah).**

Secara konseptual, HAM dan magasid al-syari'ah dapat dipandang
sebagai dua kerangka normatif yang merepresentasikan prinsip-prinsip
kemanusiaan. Keduanya sama-sama berorientasi pada perlindungan martabat
manusia, penegakan keadilan, penghormatan terhadap hak-hak dasar, serta
penciptaan kemaslahatan sebagai tujuan utama pembentukan dan penerapan
hukum. Oleh karena itu, setiap kebijakan hukum pada dasarnya perlu diuji
kesesuaiannya dengan kedua paradigma tersebut, terutama apabila berpotensi
membatasi hak-hak warga negara atau menimbulkan dampak yang
berkepanjangan.

Berdasarkan uraian yang sudah dipaparkan, penelitian ini bertitik fokus
kepada kepastian hukum penerapan TAP MPRS No. XXV/MPRS/1966
sehingga hukum tidak hanya berhenti pada tataran ideal tetapi benar-benar

menghadirkan kepastian dan keadilan dalam praktinya. Dalam konteks HAM,

14 Ah Soni Irawan, “Maqashid Al-Shariah Jasser Auda Sebagai Kajian Alternatif Terhadap
Permasalahan Kontemporean,” The Indonesian Journal Of Islamic Law And Civil Law 3, No. 1
(2022), hlm. 39-55.



problem ini semakin menarik untuk dikaji sebab perlindungan hak asasi
merupakan salah satu esensi dari negara hukum. Serta perlindungan hak juga
merupakan amanat dari peraturan yang berlaku di Indonesia sendiri. Untuk
melengkapi analisis dari permasalahan ini penggunaan pendekatan magasid al-
syari‘ah sebagai pisau analisis pelengkap menjadi signifikan. Sebab magasid
al-syari ‘ah menempatkan hukum pada orientasi kemaslahatan dan pencegahan
mafsadat, sehingga kebijakan pembatasan harus diuji berdasarkan tujuan
perlindungan nilai-nilai asasi manusia.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis merumuskan beberapa
masalah yang akan di fokuskan dalam penelitian ini, diantaranya sebagai
berikut:
1. Bagaimana pandangan teori kepastian hukum terhadap Ketetapan MPRS
No. XXV/MPRS/1966 di Indonesia?
2. Bagaimana kesesuaian prinsip-prinsip kemanusiaan terhadap Ketetapan
MPRS No. XXV/MPRS/1966 di Indonesia?
3. Bagaimana pandangan teori maqasid al-syari‘ah terhadap Ketetapan
MPRS No. XXV/MPRS/1966 di Indonesia?
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan
Berangkat dari rumusan masalah yang telah penulis sampaikan diatas maka

tujuan penelitian ini diantaranya sebagai berikut:



a. Untuk menganalisis dan menjawab terkait pandangan teori kepastian
hukum terhadap kejelasan norma Ketetapan MPRS  No.
XXV/MPRS/1966 di Indonesia.

b. Untuk menganalisis dan menjawab terkait kesesuaian prinsip-prinsip
kemanusiaan terhadap Ketetapan MPRS No. XXV/MPRS/1966 di
Indonesia.

c. Untuk menganalisis dan menjawab terkait pandangan teori maqgasid al-
syari‘ah terhadap Ketetapan MPRS No. XXV/MPRS/1966 di

Indonesia.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberi kontribusi teoritis bagi pengembangan
kajian di bidang hukum tata negara dan hukum Islam. Terutama terkait TAP
MPRS No. XXV/MPRS/1966 dalam kerangka negara hukum di Indonesia,
dengan memadukan sudut pandang kepastian hukum, hak asasi manusia,
dan magqdasid al-syari‘ah. Penelitian ini berupaya menawarkan kerangka
analisis yang lebih menyeluruh untuk menilai norma hukum bukan hanya
dari aspek keabsahan formal, tetapi juga menyorot tentang perlindungan hak
warga negara dan prinsip kemanusiaan. Karena itu, hasil penelitian ini dapat
menjadi rujukan akademik dalam memperkaya pendekatan interdisipliner
pada penelitian hukum normatif.

Dari sisi praktis, penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan
pertimbangan bagi pembentuk kebijakan dan aparat penegak hukum dalam

menafsirkan serta menerapkan TAP MPRS No. XXV/MPRS/1966 secara



lebih tegas, konsisten, dan bebas dari praktik diskriminatif. Temuan
penelitian juga berpotensi menjadi dasar rekomendasi untuk penataan dan
harmonisasi regulasi agar tetap selaras dengan prinsip kepastian hukum,
standar perlindungan HAM, serta nilai kemanusiaan dalam magqasid al-
syari‘ah. Selain itu, penelitian ini berguna bagi akademisi, mahasiswa, dan
masyarakat sipil sebagai bahan kajian untuk memahami secara kritis relasi
antara kepentingan ketertiban negara dan perlindungan hak-hak dasar warga
negara.
D. Telaah Pustaka

Berikut beberapa karya tulis hasil penelitian sebelumnya yang bersinggungan

dengan topik yang hendak penulis teliti yaitu:

Penelitian Pertama, merupakan disertasi yang ditulis oleh Agus Saputera
pada tahun 2021 dengan judul “Reaktualisasi Maqgashid Al-Syari’ah Ke Dalam
Undang-Undang Hak Asasi Manusia Di Indonesia”.*® Desertasi ini berfokus
pada upaya mereaktualisasikan nilai-nilai magasid al-syari‘ah ke dalam
peraturan perundang-undangan tentang hak asasi manusia di Indonesia,
khususnya pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan
Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002
tentang Perlindungan Anak. Desertasi ini menggunakan metode penelitian
hukum kepustakaan (/ibrary research). Hasil penelitian menunjukkan bahwa

secara umum prinsip-prinsip maqasid al-syari‘ah telah tercermin dalam UU

15 Agus Saputera, “Reaktualisasi Maqashid Al-Syari’ah Ke Dalam Undang-Undang Hak
Asasi Manusia Di Indonesia” (Universitas Islam Negeri (Uin) Sultan Syarif Kasim Riau, 2021).
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PKDRT dan UU Perlindungan Anak, meskipun belum sepenuhnya sesuai
dengan tujuan syariat Islam, terutama karena masih terdapat persoalan dalam
perumusan batasan kekerasan, pengaturan sanksi pidana, dan penyesuaian
norma dengan perkembangan situasi serta kebutuhan perlindungan anak.

Penelitian Kedua, merupakan tesis yang ditulis oleh Sri Rahayu pada tahun
2021 dengan judul “Pengujian Terhadap Ketetapan Majelis Permusyawaratan
Rakyat Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia”.*® Metode penelitian yang
digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis
normatif. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa materi muatan TAP MPR
mengalami perubahan sesuai perkembangan sistem pemerintahan pada masa
orde lama, orde baru, dan reformasi. Selain itu, hingga saat ini belum ada
kejelasan mengenai mekanisme pengujian TAP MPR maupun lembaga yang
berwenang melakukannya, meskipun TAP MPR pernah diajukan untuk diuji ke
Mahkamah Konstitusi. Pada akhirnya, penulis berpendapat bahwa pengujian
TAP MPR seharusnya dilakukan oleh MPR sendiri berdasarkan asas a
contrarius actus.

Penelitian Ketiga, merupakan tesis yang ditulis oleh Amirhan pada tahun
2022 dengan judul “Kedudukan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat

(MPR) Republik Indonesia Sebelum dan Setelah Amandemen Undang-Undang

16 Sri Rahayu, “Pengujian Terhadap Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Dalam
Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia” (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2021).
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Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”17 Arah penelitian ini berfokus
pada dua hal pokok, yaitu menelaah kedudukan Ketetapan MPR sebelum dan
sesudah amandemen UUD 1945 serta menganalisis implikasi hukum Ketetapan
MPR pasca-amandemen UUD 1945. Metode penelitian yang digunakan adalah
penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perbandingan (comparative
approach) dan pendekatan sejarah (historical approach), melalui studi
kepustakaan atau studi dokumen, lalu dianalisis secara deskriptif kualitatif.
Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa sebelum perubahan UUD 1945, materi
muatan Ketetapan MPR sangat luas dan tidak hanya terbatas pada hal-hal yang
ditentukan dalam UUD 1945, Ketetapan MPR pada masa itu dapat berbentuk
peraturan perundang-undangan, penetapan administratif (beschikking),
perencanaan (GBHN), maupun kebijakan administrasi negara. Setelah
amandemen UUD 1945, kedudukan hukum Ketetapan MPR menjadi kabur
karena MPR tidak lagi memiliki dasar konstitusional untuk membentuk
ketetapan yang bersifat mengatur (regeling), tetapi dengan berlakunya UU No.
12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan,
Ketetapan MPR kembali diakui dalam hierarki peraturan perundang-undangan,
terbatas pada TAP MPRS/MPR yang masih berlaku sebagaimana ditentukan

dalam TAP MPR No. /MPR/2003.18

7 Amirhan, “Kedudukan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (Mpr) Republik
Indonesia Sebelum Dan Setelah Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 (Universitas Islam Riau Pekanbaru, 2022).

18 Pasal 7 Ayat (1)
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Penelitian Keempat, merupakan artikel yang ditulis oleh Baiq Safira Putri
Salsabila, Galang Asmara, Rachman Maulana kafrawi, dan Agung Setiawan
pada tahun 2025 dengan judul “Kekuatan Mengikat Pemberlakuan TAP MPRS
Nomor XXV Tahun 1966 Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”.*® Artikel ini
menggunakan metode normatif dengan memadukan pendekatan perundang-
undangan, konsep teoritis, dan pendekatan historis. Temuan penelitian ini
menunjukan bahwa TAP No. XXV/MPRS/1966 memiliki kelemahan mendasar
pada aspek daya ikatnya sebagai sebuah produk perundang-undangan. Di
samping itu, keberlakuan ketetapan ini dipandang tidak selaras dengan jaminan
HAM yang tertuang di dalam konstitusi, serta bertentangan dengan Standar
Norma dan Pengaturan yang ditetapkan oleh Komisi Nasional HAM.

Penelitian Kelima, merupakan artikel yang ditulis oleh Abdul Munif Ashri
dan Syahwal pada tahun 2023 dengan judul “Potret Hukum Diskriminatif Orde
Baru: Tinjauan Hukum Dan Politik Atas Diskriminasi Terhadap Eks Tahanan
Politik PKI”.?° Artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif
dengan memadukan pendekatan perundang-undangan, konsep teoritis, dan
pendekatan historis. Artikel in1 menyoroti mengenai ragam praktik diskriminasi

yang dibenarkan perundang-undangan masa Orde Baru dan agenda politik di

19 Baiq Safira Putri Salsabila dkk, “Kekuatan Mengikat Pemberlakuan TAP MPRS Nomor
XXV Dalam Perspektif HAM,” Jurnal Diskresi 4, No. 1 (2025).

20 Abdul Munif Ashri Dan Syahwal, “Potret Hukum Diskriminatif Orde Baru: Tijauan Hukum
Dan Politik Atas Diskriminasi Terhadap Eks Tahanan Politik Pki,” Jurnal Poros Hukum
Padjadjaran, No. 1 (2023), hlm. 221-243.
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balik layar rezim yang berkuasa menjadikan hukum yang diskriminatif tersebut
sebagai instrumen untuk mengamankan kepentingan politik mereka.

Penelitian Keenam, merupakan artikel yang ditulis oleh M. Subhan pada
2020 yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Penganut Ideologi
Komunisme/Marxisme-Leninisme Di Indonesia”.?* Kajian ini mempersoalkan
ketegangan antara pelarangan ideologi dan jaminan hak konstitusional. Isu
utama yang disebutkan eksplisit adalah pertentangan norma TAP No.
XXV/MPRS/1966 dengan UUD 1945. Penelitian ini adalah penelitian hukum
normatif yang mengkaji sinkronisasi dan penafsiran TAP No.
XXV/MPRS/1966. Temuan dari penelitian ini adalah bahwa pelarangan
terhadap ideologi Komunisme/Marxisme-Leninisme harus segera dakhiri,
sebab penganut ideologi Komunisme/Marxisme-Leninisme berhak atas
kebebasan berfikir dan menyampaikan pendapat sesuai hati nurani.

Penelitian Ketujuh, merupakan artikel yang ditulis oleh Ah. Soni Irawan
pada tahun 2022 dengan judul “Magqashid al-Shariah Jasser Auda Sebagai
Kajian Alternatif Terhadap Permasalahan Kontemporean”?? Artikel ini
membahas tentang pembaharuan maqgashid syariah yang dilakukan oleh Jasser
Auda sebab pembaharuan ini dapat menjadi solusi alternatif untuk menghadapi
berbagai persoalan kontemporer yang kompleks akibat perubahan ruang, waktu,

budaya, dan modernisasi. Gagasan Auda membuktikan bahwa kepastian hukum

2L M. Subhan, “Perlindungan Hukum Bagi Penganut Ideologi Komunisme/Marxisme-
Leninisme Di Indonesia,” Mimbar Keadilan 12, No. 3 (2020), hlm. 138-154.

22 Trawan, “Maqashid Al-Shariah Jasser Auda Sebagai Kajian Alternatif Terhadap
Permasalahan Kontemporean.”
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Islam bersifat dinamis, relatif, dan terus berkembang untuk menjawab persoalan
kontemporer.

Penelitian Kedelapan, merupakan artikel yang ditulis oleh Rachman Igbal
dan Rahman Alwi pada tahun 2025 dengan judul “Pendekatan Magasid As-
Syari’ah Terhadap Hak Asasi Manusia: Menyelaraskan Prinsip Kebebasan
Dan Kemanusiaan”?® Penelitian ini memfokuskan pembahasan kepada
perlunya pendekatan konseptual yang mampu menjembatani nilai-nilai Islam
dengan prinsip HAM universal. Penelitian ini juga menggunakan metode
kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif melalui studi Pustaka terhadap
literarur klasik maupun kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta dalam magqgasid al-
syari’ah memiliki korespondensi substantif dengan hak-hak dasar manusia
dalam instrumen HAM internasional.

Penelitian Kesembilan, merupakan artikel yang ditulis oleh Susi Susantijo
pada tahun 2025 dengan judul “A Human Rights Perspective on Granting
Privileges to Descendants of PKI in Indonesia” ?* Penelitian ini mempersoalkan
terkait kontroversi pemberian hak khusus terhadap keturunan PKI. Metode yang
digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Dengan temuan berupa

bahwa berdasarkan prinsip keadilan, kesejahteraan, dan kepastian hukum

23 Rachman Iqbal Dan Rahman Alwi, “Pendekatan Maqasid Syari’ah Terhadap Hak Asasi
Manusia: Menyelaraskan Prinsip Kebebasan Dan Kemanusiaan,” Jilaw: Journal Islamic Law And
Wisdom 1, No. 2 (2025), hlm. 113-124.

24 Susi Susantijo, “A Human Rights Perspective On Granting Privileges To Descendants Of
Pki In Indonesia,” Fiat Justisia: Jurnal llmu Hukum 19, No. 1 (2025), hilm. 1-20.



BAB YV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan seluruh uraian analisis yang telah dikembangkan pada bab-bab

sebelumnya, penelitian ini menghasilkan dua kesimpulan utama yang

menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan:

1.

Dari aspek kepastian hukum (Gustav Radbruch), TAP MPRS No.
XXV/MPRS/1966 hanya memenuhi tesis pertama (hukum itu positif),
namun gagal memenuhi tiga tesis lainnya keselarasan dengan fakta sosial
masa kini, kejelasan rumusan norma, dan prediktabilitas penerapan.
Kegagalan ini bersifat berantai: ketidakjelasan rumusan norma memicu
inkonsistensi penerapan, yang pada gilirannya memperlebar jarak antara
fakta historis 1966 dengan fakta sosial saat ini, sementara stabilitas tekstual
yang seharusnya menjadi kekuatan justru berubah menjadi kelemahan
karena tidak diimbangi pembaruan substantif.

Dari aspek hak asasi manusia, penerapan norma ini menghasilkan pola
pelanggaran yang bersifat kumulatif dan saling mengunci terhadap delapan
prinsip HAM universalitas, tidak terbagi, saling bergantung, saling terkait,
kesetaraan, non-diskriminasi, martabat manusia, dan tanggung jawab
negara. Negara ditemukan gagal memenuhi empat dimensi tanggung
jawabnya sekaligus menghormati, melindungi, menegakkan, dan

memajukan hak atas kebebasan berpikir, berpendapat, dan berserikat.

111



112

3. Dari aspek magqasid al-syari‘ah (Jasser Auda), penerapan norma ini
menghasilkan disrupsi pada tiga pilar daririyyat sekaligus, yaitu hifz al- ‘aql
(pembatasan nalar kritis dan akses ilmu pengetahuan), hifz al-din
(kriminalisasi keyakinan tanpa perbuatan nyata), dan hifz al-nafs
(perendahan martabat melalui kecurigaan kolektif). Ketika ditimbang
melalui kaidah /a darara wa la dirar dan prinsip keadilan dalam Surat An-
Nahl ayat 90, mudarat yang dihasilkan terbukti jauh melampaui maslahat
keamanan yang hendak dicapai pada saat norma ini dilahirkan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penelitian ini mengajukan tiga saran:

1. Kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat
Perlu segera dilakukan peninjauan menyeluruh terhadap isi ketetapan ini,
bukan sekadar mengonfirmasi keberlakuannya seperti yang dilakukan pada
tahun 2003. Jika dipertahankan, rumusannya harus diperjelas agar tidak
lagi menimbulkan multitafsir.

2. Kepada Pemerintah
Perlu segera diterbitkan aturan teknis yang mengoperasionalkan
pengecualian akademik dalam Pasal 3, yang sudah hampir 60 tahun
terbengkalai. Selain itu, penindakan di lapangan harus mengacu pada
KUHP yang sudah memuat unsur delik lebih rinci dan jelas.

3. Kepada Peneliti Selanjutnya
Terbuka tiga agenda penelitian yang penting: kajian perbandingan dengan

negara lain yang pernah mengalami transisi demokrasi serupa, penelitian
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empiris tentang dampak diskriminasi lintas generasi, serta kajian tentang
mekanisme rehabilitasi hukum bagi korban yang belum pernah mendapat

pemulihan sistematis hingga hari ini.
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